BAB IV

PEMBAHASAN

Wewenang Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penuntutan
Tindak Pidana Korupsi

(1) Masalah penyelesaian tindak pidana korupsi akhir-akhir ini banyak mendapat
sorotan dari berbagai pihak, khususnya semenjak itu reformasi digulirkan.
Padahal, sebenarnya korupsi bukanlah merupakan hal baru, bahkan semenjak
republik ini berdiri telah dikeluarkan berbagai peraturan yang pada intinya
untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi tersebut. Dari sini kita
melihat bahwa masalah korupsi adalah masalah yang cukup serius
penanganannya tidak mudah dan ada kesan bahwa pemerintah selalu gagal
dalam menanggulanginya. Di samping itu masalah korupsi selalu menjadi
bagian terpenting dari tuntutan masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap
pemerintah. Apabila diperhatikan  perundang-undangan yang mengatur
masalah korupsi dari waktu ke waktu secara materiil terdapat kemajuan-
kemajuan sehingga lebih memungkinkan mengakses ke setiap permasalahan
yang muncul yang berhubungan dengan korupsi. Namun demikian, terdapat
suatu kecenderungan dalam setiap penyelesaian masalah korupsi sehingga

dirasakan kurang memenuhi keadilan masyarakat antara lain sebagai berikut:
1. Tidak sebanding antara jumlah kasus yang ditemukan masyarakat dan

jumlah yang diselesaikan melalui pengadilan

2. Perkara yang sampai ke pengadilan hanya perkara yang tergolong berskala
kecil, baik pelaku maupun jumlahnya sementara terhadap dugaan korupsi

yang dilakukan oleh pejabat ataupun pejabat publik lainnya cenderung
tidak jelas ujung pangkalnya.



3. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah (top eksekutif),
Kejaksaan sangat bergantung pada Political Will pemerintah.

Mencermati kecenderungan di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara
adanya kemungkinan faktor-faktor lain di luar hukum materiil yang
menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi kurang berhasil atau tidak
sejalan dengan tuntutan keadilan masyarakat.

Di sisi lain, para jaksa dalam menjalankan tugasnya berlaku sistem
pertanggung jawaban hierarkis. Pertanggungjawaban hierarkis ini semakin
mengikat jaksa dan tidak memberikan keleluasaan bagi jaksa dalam
menjalankan kewenangannya sesuai dengan kebenaran yang diyakini menurut
hati nuraninya. Pertimbangan utama yang diambil adalah lebih condong pada
bagaimana atasan jaksa yang bersangkutan menyikapi perkara yang
ditanganinya. Sistem yang demikian juga semakin menyuburkan kemungkinan
terjadinya intervensi politik terhadap lembaga Kejaksaan. Tampak pula bahwa
jaksa tidak memiliki kebebasan sebagaimana yang dimiliki hakim dalam
memutuskan perkara. Dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi,
situasi yang demikian telah mendominasi warna penegakan hukum di
Indonesia. Hal ini tentu saja sangat merugikan kepentingan masyarakat dan
kepentingan hukum itu sendiri. Lebih jauh pula, rasa keadilan masyarakat
akan semakin terabaikan. Realitas penegakan hukum yang sangat dipengaruhi
oleh faktor-faktor normatif tanpa perundang-undangan yang mengatur
kedudukan dan kewenangan Kejaksaan serta faktor-faktor sosiologis yang

mempengaruhi jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana



korupsi ternyata sedemikian kompleknya sehingga sangat menarik di kaji
secara komperensif.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ini juga dilatar
belakangi pembinaan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap
tidak sesuai lagi sebagaimana dituangkan dalam konsiderans menimbang
huruf ¢ yaitu:

“Bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum dalam masyarakat. Karena itu perlu diganti dengan
Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga
diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana
korupsi”.

Undang-undang ini memuat beberapa hal penting yang berbeda,
seperti masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, ancaman pidana
menggunakan minimum khusus/speciale straf minimal dan maksimum serta
pidana tambahan, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan
pemidanaan, kewenangan bagi jaksa pengacara negara untuk melakukan
gugatan perdata terhadap ahli waris pelaku korupsi yang meninggal saat
proses peradilan belum selesai. Penggunaan sistem pembuktian terbalik
terbatas, dimungkinkannya peran serta masyarakat dan pembentukan tim

pemberantasan korupsi.



Dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
mengamanatkan dibentuk komisi pemberantasan korupsi. Pasal 43 itu
mengamanatkan, bahwa:

“KPK sudah harus terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak
undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini mulai berlaku”
komisi ini mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 43 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999). Sebagai berikut:

Melakukan koordinasi dan supervisi
Melakukan penyelidikan

Melakukan penyidikan
Melakukan penuntutan

el

Dengan demikian, komisi pemberantasan korupsi akan mengambil alih
fungsi dan tugas Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan perkara-perkara korupsi. Oleh karena itu, akan terjadi perbuahan
besar dan mendasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang juga
berarti perubahan di dalam hukum acara pidana, khususnya mengenai kasus-
kasus korupsi.

(2) Permasalahan kewenangan dan pengalihan kewenangan akan menjadi polemik
institusional yang patut menjadi perhatian kita semua. Soal kewenangan
adalah masalah gengsi institusional, karenanya akan selalu terjadi pencegahan-
pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan itu. Pengurangan kekuasaan itu
dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima
pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu melaksanakan
kekuasaan yang diberikan, tidak cakap melaksanakan kekuasaan, bahkan

dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan



harapan masyarakat. Apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan,
ibaratnya “the elimination of power is a show of power”. Akibatnya yang
timbul adalah aroganisasi institusional sekaligus egoisme struktural sehingga
anak mengganggu proses integrated criminal justice system secara
kompeherensif.

Dalam pelaksanaan tugas supervisi, berdasarkan pasal § ayat 3, KPK
berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang sedang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan. Persoalan
ini tidaklah semudah gramatikal bunyinya rumus ketentuan ini, karena
pengambilalihan ini merupakan permasalahan kewenangan yang dapat
menimbulkan gesekan di antara institusi yang berkaitan dengan kewenangan
ini, sehingga akan membawa implikasi yang lebih luas terhadap masalah
organisasi institusional dan tentunya masalah egoisme struktural.

Ada beberapa perbedaan yang dapat ditemukan pada Undang-undang
tindak pidana korupsi terhadap Undang-undang nomor 3 tahun 1971 yang
dapat dikatakan sebagai penyempurnaan, antara lain:

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil.

Perluasan tentang pengertian pegawai negeri.

Ancaman pidana diperberat dengan menentukan batas minimum dan
maksimum.

Adanya sistem pembuktian terbalik.

Dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan melibatkan
masyarakat.

i

o

Sementara itu, dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 20

tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi menyebutkan:



1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perhatian
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah.

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001
menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp.
1.000.000.000.00,- (satu miliar) rupiah.

Ketentuan pasal 2 dan pasal 3 tersebut di atas membuktikan adanya
perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi
sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
ayat (1), Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 menentukan bahwa komisi
pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau
penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh
Kepolisian atau Kejaksaan. Oleh pasal 9 Undang-undang Nomor 30 tahun
2002 ditentukan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.

2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau
tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku
tindak pidana korosi yang sesungguhnya.

4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.

Hambatan penanganan tindak pidana korupsi, karena campur tangan dari

eksekutif, yudikatif, dan legistatif.

6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan.
Penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.

9]

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
olah KPK tersebut, bersifat imperatif dan limitative. Dikatakan imperatif,
karena seperti yang disebutkan di dalam penjelasan umum Undang-undang
Nomor 30 tahun 2002, pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi
harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, dan profesional. Tindak
pidana korupsi yang diambil alih penyidikan dan penuntutannya tidak hanya
terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Undang-
undang nomor 30 tahun 2002, tetapi juga terdapat terhadap tindak pidana
korupsi sebagaimana yang tidak dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang
nomor 30 tahun 2002. dikatakan limitative, karena alasan pengambilalihan
penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK, hanya terbatas
pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 undang-undang nomor 30
tahun 2002. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
Undang-undang nomor 30 tahun 2002, KPK memberitahukan kepada
penyidik atau penuntut umum bahwa KPK akan mengambil alih tindak pidana
korupsi yang sedang ditanganinya, bahwa KPK meminta kepada penyidik atau
penuntut umum untuk menyerahkan tindak pidana korupsi yang sedang

ditangani Kejaksaan.



Munculnya Undang-undang nomor 20 tahun 2001 lebih dilandasi oleh
adanya pemikiran bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 telah
menimbulkan berbagai penafsiran tentang penerapan Undang-undang tersebut
terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang nomor
31 tahun 1999. di samping itu, juga didasari atas kesadaran pemikiran bahwa
korupsi telah terjadi secara sistematik sehingga tidak hanya berdampak
terhadap keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan
ekonomi. Keadaan yang demikian menuntut cara yang luar biasa untuk
mengatasinya.

Sementara itu, berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 30 tahun
2002, KPK juga mempunyai asas-asas yang dianut pada saat ini. Asas-asas
tersebut dibagi menjadi 5 asas, yaitu:

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam
setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.

2. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

3. Akuntabilitas adalah arah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir kegiatan KPK harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara
tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.'

Asas-asas KPK dalam melaksanakan kewenangan diharapkan dapat

membuka mata masyarakat dalam usaha setidak-tidaknya minimalisasi

" Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Bukan Pembuktian, Oemar Seno Adji
dan Rekan, Jakarta, 2006, hal. 55.



perbuatan korupsi, mengingat menghapuskan perbuatan tersebut sangatlah

sulit dengan segala macam bentuk, gerak, dan dinamikanya.

Dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002,

menentukan bahwa KPK mempunyai wewenang melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a.

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain
yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.

Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Menurut penjelasan pasal 11 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002,

penyelidik, penyidik, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan alasan

sebagai berikut:

a.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 11 Undang-undang nomor 30 tahun
2002 sifatnya adalah membatasi wewenang dari KPK melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi,
mengingat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sendiri menyebutkan
bahwa KPK tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh instansi Kepolisian dan
Kejaksaan.
Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tidak ada ketentuan yang
menyebutkan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut dari instansi dan
Kejaksaan tidak mempunyai wewenang lagi melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, bahkan penjelasan
umum Undang-undang nomor 30 tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK
yang mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 adalah berfungsi sebagai
pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pembuatan
korupsi (Trigger Mechanisem)
Menurut ketentuan pasal 50 Undang-undang nomor 30 tahun 2002
menentukan:
1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum
melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan
penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib



memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggal dimulainya penyidikan.

. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi
secara terus-menerus dengan KPK

. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Kepolisian atau
Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian

atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian
atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Sebenarnya ketentuan yang terdapat dalam pasal 50 ayat (1) Undang-

undang nomor 30 tahun 2002 di atas dibuat untuk menghindari tumpang

tindihnya ketentuan mengenai wewenang penyidikan tindak pidana korupsi

antara penyidik dan instansi Kepolisian dan Kejaksaan dengan penyidik dari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor 30 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa:

1.

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja
terhitung dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang
hakim pengadilan negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim Ad
Hoc.

Menurut penjelasan di atas, perkara tindak pidana korupsi hanya bisa

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90

(sembilan puluh) hari kerja. Dan pemeriksaan perkaranya dilakukan oleh

Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang

Hakim Pengadilan Negeri 3 (tiga) orang hakim Ad-Hoc.



